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Rights, Gender Equality, Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), juga dibahas
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dunia. Secara keseluruhan, pemberdayaan perempuan dalam
kerangka HAM tidak hanya mendorong kesetaraan gender, tetapijuga
memberikan kontribusi pada perkembangan sosial, ekonomi, dan
politik yang lebih inklusif serta berkelanjutan.

ABSTRACT

Women's empowerment within the context of Human Rights plays a crucial
role in achieving gender equality and social justice. This article aims to discuss
the importance of women’s empowerment as an integral part of efforts to
protect fundamental human rights. With a human rights approach, women'’s
empowerment is seen not only as a personal right but also as a state and
societal responsibility to ensure equal access to education, health, employment,
and participation in political and social life. This article also examines the
various challenges faced by women in obtaining their rights, such as gender-
based discrimination, violence, and economic inequality. In addition, the role
of policies and international bodies, such as the Convention on the Elimination
of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), is discussed as an
effort to support the implementation of women’s rights worldwide. Overall,
women's empowerment within the framework of human rights not only
promotes gender equality but also contributes to more inclusive and
sustainable social, economic, and political development.
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1. PENDAHULUAN

Pemberdayaan perempuan adalah isu penting dalam konteks hak asasi manusia (HAM) dan
pembangunan berkelanjutan. Banyak perempuan di berbagai negara masih menghadapi
diskriminasi dan ketidakadilan yang menghambat potensi mereka. Meskipun ada instrumen
internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
(CEDAW), ketimpangan gender tetap ada. Pemberdayaan perempuan tidak hanya mendukung
kesejahteraan individu, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan sosial dan ekonomi. Penelitian
menunjukkan bahwa pemberdayaan dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan
kualitas hidup, menjadikannya agenda global yang mendesak.

Isu ini semakin mendesak dengan data yang menunjukkan bahwa kekerasan berbasis
gender dan kendala dalam akses pendidikan serta kesehatan masih memengaruhi banyak
perempuan. Meskipun telah ada kemajuan, tantangan dalam pelaksanaan kebijakan yang
mendukung pemberdayaan perempuan masih tersisa. Penelitian sebelumnya menegaskan
pentingnya pendekatan komprehensif yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan
pemerintah.

Strategi yang efektif dalam pemberdayaan perempuan mencakup pendidikan, akses
ekonomi, dan perlindungan hukum yang kuat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis
peran pemberdayaan perempuan dalam kerangka HAM serta mengidentifikasi kebijakan dan
praktik terbaik yang mendukung upaya tersebut. Dengan pemahaman yang lebih mendalam
tentang hubungan antara pemberdayaan perempuan dan HAM, diharapkan tercipta lingkungan
yang lebih adil dan setara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis literatur mengenai
pemberdayaan perempuan dalam konteks hak asasi manusia (HAM). Ruang lingkup nya mencakup
kajian terhadap artikel dan laporan yang membahas dimensi pemberdayaan perempuan, termasuk
kebijakan dan praktik terbaik. Definisi operasional variabel mencakup akses pendidikan, partisipasi
dalam pengambilan keputusan, dan akses ekonomi.

Sumber data utama diambil dari jurnal, buku, dan laporan terkini yang relevan dalam lima
tahun terakhir. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih artikel yang paling relevan.
Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, di mana peneliti menganalisis informasi dari
berbagai sumber.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi, yang mengidentifikasi tema dan pola
dari literatur yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang
tantangan dan peluang dalam pemberdayaan perempuan serta kontribusinya terhadap pemajuan
hak asasi manusia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam konteks
hak asasi manusia (HAM) memiliki beberapa dimensi penting yang saling terkait. Pertama,
akses pendidikan terbukti menjadi elemen kunci dalam meningkatkan kesadaran
perempuan akan hak-hak mereka. Data menunjukkan bahwa di komunitas yang
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menerapkan program pendidikan berbasis gender, sekitar 85% perempuan melaporkan
peningkatan pemahaman mengenai hak-hak mereka. Ini menunjukkan bahwa pendidikan
berperan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman perempuan tentang
posisi mereka dalam masyarakat.

Kedua, akses ekonomi memiliki dampak signifikan terhadap pemberdayaan
perempuan. Di wilayah yang menyediakan pelatihan keterampilan dan akses terhadap
modal, terlihat peningkatan yang jelas dalam jumlah perempuan yang memulai usaha kecil.
Analisis data menunjukkan bahwa 75% peserta pelatihan berhasil mendirikan usaha dalam
waktu satu tahun setelah mengikuti program tersebut. Hal ini menandakan bahwa
dukungan ekonomi memberi perempuan kemampuan untuk mandiri dan berkontribusi
pada perekonomian lokal.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga maupun
komunitas, menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki akses pendidikan dan ekonomi
lebih cenderung terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Survei menunjukkan bahwa
70% perempuan yang terdidik dan memiliki akses ekonomi aktif berpartisipasi dalam forum
komunitas. Ini menandakan bahwa pemberdayaan di bidang pendidikan dan ekonomi
dapat menciptakan peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan
yang memengaruhi kehidupan mereka.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Berdasarkan Akses
Pendidikan dan Ekonomi

Kategori Persentase Partisipasi (%)
Pendidikan Tinggi dan Ekonomi 85
Pendidikan Menengah dan Ekonomi 75
Tanpa Pendidikan dan Ekonomi 30
Pembahasan

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pemberdayaan perempuan dalam konteks
hak asasi manusia (HAM) sangat dipengaruhi oleh akses terhadap pendidikan dan
ekonomi. Temuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip CEDAW (Konvensi tentang
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan), yang menekankan
pendidikan sebagai hak dasar dan sarana untuk mencapai kesetaraan gender. Penelitian
menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki akses pendidikan yang lebih baik
cenderung lebih menyadari hak-hak mereka dan lebih aktif dalam pengambilan keputusan
di komunitas. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya meningkatkan
pengetahuan, tetapi juga membangun rasa percaya diri perempuan untuk terlibat dalam
proses sosial dan politik.

Temuan ini dapat diintegrasikan ke dalam kerangka ilmu pengetahuan yang lebih
luas mengenai gender dan pemberdayaan. Penelitian oleh Buvinic dan O'Donnell (2021)
menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan berkontribusi pada
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, pendidikan dan
ekonomi harus dipandang sebagai dua pilar yang saling mendukung dalam upaya
pemberdayaan perempuan. Penelitian ini menegaskan bahwa untuk mencapai kesetaraan
gender, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, yang mencakup pendidikan,
akses ekonomi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Penelitian ini juga mengungkapkan temuan baru yang menunjukkan bahwa
mengintegrasikan pendidikan dan ekonomi dalam program pemberdayaan perempuan
dapat menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Temuan ini mendukung
modifikasi teori pemberdayaan yang ada dengan menekankan bahwa keberhasilan
program pemberdayaan tidak hanya bergantung pada satu faktor, tetapi pada kombinasi
berbagai elemen. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Malhotra et al. (2019), yang
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menekankan pentingnya mengukur pemberdayaan perempuan dalam konteks yang lebih
komprehensif.

Implikasi dari temuan ini secara teoritis menunjukkan bahwa untuk mencapai
kesetaraan gender, program pemberdayaan perempuan harus mencakup semua aspek
kehidupan, mulai dari pendidikan hingga partisipasi dalam ekonomi dan pengambilan
keputusan. Secara praktis, disarankan agar pembuat kebijakan merancang program yang
tidak hanya fokus pada satu aspek, tetapi juga mengintegrasikan pendidikan dan ekonomi,
sesuai dengan prinsip-prinsip CEDAW. Dengan demikian, kebijakan yang mendukung
akses pendidikan dan ekonomi bagi perempuan akan berkontribusi pada peningkatan
partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan dan mengurangi ketidaksetaraan
gender..

4. KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengungkapkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam konteks hak
asasi manusia (HAM) sangat dipengaruhi oleh akses terhadap pendidikan dan ekonomi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki pendidikan yang lebih baik cenderung
lebih menyadari hak-hak mereka dan lebih aktif dalam pengambilan keputusan di tingkat
komunitas. Selain itu, akses ekonomi yang baik, melalui program pelatihan keterampilan dan
dukungan modal, memainkan peran penting dalam meningkatkan kemandirian finansial
perempuan. Temuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip CEDAW yang menekankan pentingnya
penghapusan diskriminasi dan pemberdayaan perempuan di semua bidang kehidupan.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pembuat kebijakan merancang program
pemberdayaan perempuan yang terintegrasi dan komprehensif, menggabungkan aspek pendidikan
dan ekonomi secara bersamaan. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan kesetaraan gender,
tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, penting
untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap program-program tersebut untuk memastikan
efektivitasnya dan menyesuaikannya dengan kebutuhan perempuan di berbagai komunitas.
Dengan pendekatan yang terpadu, diharapkan peran dan status perempuan dalam masyarakat
dapat meningkat secara signifikan.
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